BAB IV

KOMPARASI ISTINBAT HUKUM MUI DAN NAHDLATUL ULAMA JAWA

TIMUR TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Persamaan Dan Perbedaan Metode Istinbat Hukum MUI dan Nahdlatul

Ulama Jawa Timur terhadap Perkawinan Beda Agama

1. Persamaan Metode Istinbat Hukum Hukum Komisi Fatwa MUI Jawa
Timur Dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap

Perkawinan Beda Agama

Dalam metode istinbat hukum MUI berpedoman kepada
Alquran dan hadis. Dalam hal ini MUI mengadakan musyawarah
bersama antara tokoh-tokoh ahli untuk meneliti, membanding,
menimbang dan memilih dari masalah yang diperselisihkan karena
perbedaan pendapat dikalangan umat, mana yang dianggap lebih
kuat, lebih mendasar, lebih benar dan lebih dekat dari sumber

utamanya, yakni Alquran dan hadis.

Sedangkan pengertian metode istinbat hukum menurut NU
adalah yaitu men-zarbig-kan nash-nash yang telah dielaborasikan oleh
fuqoha pada persoalan-persoalan yang dicari hukumnya!. Dalam hal

ini NU mengadakan forum Bahsul masail untuk mebahas dan

1 Abdul Mughits, et al, Kritik Nalar Figh Pesantren..., 192.
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meyelesaikan masalah yang timbul dan memberi petunjuk
pelaksanaan ajaran islam dan aspek kehidupan. Dari pengertian
tersebut di atas dapat diambil persamaannya yaitu komisi fatwa MUI
Jawa Timur dan lajnah bahsul masail PWNU Jawa Timur dalam
proses istinbat hukumnya memiliki tujuan yang sama yaitu
mengeluarkan atau menetapkan hukum syar’i dari dalil-dalilnya,
obyek sasarannya yaitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan
yang timbul dalam hal ini adalah permasalahan perkawinan beda

agama.

Baik hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur maupun lajnah
bahsul masail PWNU Jawa Timur sama-sama sepakat bahwa
landasan atau dasar hukum utama dari setiap permasalahan dan
persoalan yang terjadi adalah Alquran, hadis, ijmak, dan giyas. Dalam
setiap proses pengambilan hukum dari suatu perkara atau
permasalahan, keduanya (komisi fatwa MUI Jawa Timur dan lajnah
bahsul masail PWNU Jawa Timur) selalu dilaksanakan melalui wadah
musyawarah, yang mana dalam musyawarah ini selalu melibatkan

para ahli-ahli dibidangnya.

Dasar hukum yang digunakan oleh hukum komisi fatwa MUI

Jawa Timur dan lajnah bahsul masail PWNU Jawa Timur adalah:
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Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak
yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun
dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang
mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang
Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.
dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran”.

Walaupun secara parktik lajnah bahsul masail tidak secara langsung
mengambil dari ayat tersebut, akan tetapi penggunaan ayat tersebut
terlihat dalam keterangan keterangan Ibrahim Al-Sharqawi dalam

Kitabnya yakni Hashiah al-Sharqawi ‘ala Tuhfah.

Terakhir, putusan dari istinbat hukum komisi fatwa MUI Jawa

Timur dan lajnah bahsul masail PWNU Jawa Timur terhadap

perkawinan beda agama sama-sama menyatakan bahwa perkawinan
beda agama adalah haram dan tidak sah.

2. Perbedaan Metode /Istinbat Hukum Hukum Komisi Fatwa MUI Jawa

Timur Dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Terhadap

Perkawinan Beda Agama
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Melihat dari proses istinbat hukum komisi fatwa MUI Jawa
Timur dan lajnah bahsul masail PWNU Jawa Timur terhadap
perkawinan beda agama terdapat beberapa perbedaan di bawah ini.

Majelis Ulama Indonesia dalam mengistinbatkan hukum
perkawinan beda agama menggunakan tiga pendekatan, yaitu:
pendekatan nas gat’i, pendekatan gauly dan pendekatan manhaji.
Pendekatan npas gat 7 dilakukan dengan berpegang pada nas Alquran
atau hadis untuk sesuatau masalah, apabila masalah yang ditetapkan
terdapat dalam nas Alquran maupun hadis secara jelas. Sedangkan
apabila tidak terdapat dalam nas Alquran maupun Ahadis maka
penjawaban dilakukan dengan pendekatan gqauly dan manhayi.
Pendekatan qauly dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh
pendapat dalam al-kutub al-mu’tabarah dan hanya terdapat satu
pendapat (qaul), kecuali jika gaul yang dianggap tidak cocok lagi
untuk dipegangi dan sangat sulit untuk dilaksanakan, atau karena
illatnya berubah.> Penerapan teori ini dapat dilihat dalam istinbat
hukum terhadap permasalahan perkawinan beda agama, dimana
Komisi fatwa MUI lebih condong menggunakan pendekatan nas qgat’i

yakni mengedepankan Alquran maupun hadis terlebih dahulu.

Sedangkan menurut NU Metode utama yang digunakan Lajnah
Bahtsul Masail dalam menyelesaikan masalah keagamaan adalah

metode gqauliy, yakni mengambil gaul (pendapat imam mazhab)

2 Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijitima’ Ulama Komisi Fatwa MUI II tahun 2006, h.
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ataupun wajah (pendapat pengikut mazhab) dengan merujuk langsung
pada teks kitab-kitab imam mazhab ataupun kitab-kitab yang disusun
oleh para pengikut mazhab empat (Maliki, Shafi’i, Hanafi, dan
Hambali), walaupun dalam prakteknya didominasi oleh kitab-kitab

syati’iyah.

Dalam menghadapi permasalahan yang tidak ditemukan dalam
rujukan langsung pada kitab-kitab sebagaimana yang tersebut di atas,
maka ditempuhlah 7lhaqu masail binazairiha yakni mengaitkan masalah
baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang
serupa dan telah ada ketetapan hukumnya, meskipun ketetapan hukum
tersebut hanya berdasarkan pada teks suatu kitab yang dianggap

mu’tabar, yang kemudian metode ini dikenal sebagai metode 7/hagr.

Di samping dua metode di atas, yaitu apa yang disebut dengan
metode manhaji, yakni menelusuri dan mengikuti metode istinbat
hukum (manhaj) yang ditempuh oleh mazhab empat (Maliki, Shafi’i,
Hanafi, dan Hambali). Meskipun pada dasarnya dalam anggaran dasar
Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa agar warga NU hanya memakai
empat mazhab yang dianggap masih relevan dengan perkembangan
zaman dalam penetapan hukumnya, akan tetapi pada prakteknya
mermazhab kepada selain empat mazhab diperbolehkan dengan syarat
mazhab tersebut telah terkodifikasi, sehingga dapat diketahui

persyaratan-persyratan dan hasil ijtihad dari mazhab tersebut.
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Lebih khusus berkenaan dengan perkawinan beda agama, lajnah
bahtsul masail menggunakan metode gauliy, yakni mengambil yang
dalam hal merujuk pada keterangan as-Sharqawi

B. Analisis Teori Istinbat Dalam Metodologi Istinbat Hukum Komisi Fatwa

MUI Jawa Timur dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur
Terhadap Perkawinan Beda Agama

Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Muhammad bin Ali al-
Fayumi (w. 770 H.) seorang ahli bahasa Arab dan figh Istinbat adalah
upaya menarik hukum dari Alquran dan sunah dengan jalan jjtihad?
Dalam pendekatannya, kegiatan /stinbat ini memiliki dua pendekatan
metode yaitu pendekatan terhadap makna (furuq ma’nawiyah) dan
metode pendekatan terhadap lafal (furug lafziyyah). Imam Mazhab
sepakat bahwa Alquran dan dan hadis adalah dasar utama (primer) dalam
menggali sebuah hukum. Sedangkan ijma’ dan qiyas adalah dalil
(sekunder). Telah ditegaskan di depan bahwa istinbat hukum juga dapat
dilakukan melalui dalil yang bukan berupa nas seperti istihsan, maslahah
mursalah, istishab, dan urf. Hal ini sebagaimana istinbat dalam artian
istidlal yang pada hakikatnya memang digali dan berpedoman pada nas.

Dalam perkembangannya, kata istinbat ternyata tidak hanya
diartikan sebagai upaya dalam menarik hukum dari Alquran dan sunah
dengan jalan ijtihad. Contoh dari adanya perkembangan pengartian kata

Istinbat dapat kita lihat pada pengertian yang popular dikalangan

3 Sapiudin Shidig, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2011, 159.
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pesantren yang ada di Indonesia, yang mengartikan istilah istinbat
sebagai men-tatbig-kan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi
oleh fukaha pada persoalan-persoalan yang dicari hukumnya.* Sejalan
dengan pendapat yang disampaikan oleh Ramadahan al-Buthi,
bahwasanya orang yang mengkaji hukum terkadang adalah orang yang
tidak mengerti tentang dalil-dalil hukum dan tidak menguasai cara
beristinbat, sehingga dia adalah orang yang taklid kepada mujtahid (baik
metode maupun keputusan hukumnya).” Dari penelitian yang telah
penulis lakukukan maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa kegiatan
istinbat hukum yang ada di indonesia adalah lebih dekat kepada
perkembangan pengertian istinbat yang kedua ini (men-zatbig-kan secara
dinamis nash-nash yang telah dielaborasi oleh fukaha pada persoalan-
persoalan yang dicari hukumnya). Meskipun secara pengertiannya sama,
namun dalam praktiknya di lapangan, kegiatan istinbat ini masih
mengalami berbagai macam perkembangan.

Terkait dengan pembahasan istinbat hukum komisi fatwa MUI
Jawa Timur dan lajnah bahtsul masail PWNU Jawa Timur terhadap
perkawinan beda agama, maka penulis akan menganalisis dengan
menggunakan metode 7stinbat hukum untuk mengetahui status hukum

perkawinan beda agama sebagai berikut:

4 Abdul Mughits, et al, Kritik Nalar Figh Pesantren..., 192.
> M. Said Ramadhan al-Buthi, Menampar Propaganda “Kembali Kepada Qur’an”, (Yogyakarta:
Pustaka pesantren, 2013), 112.
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1. Analisis Teori Istinbat Dalam Metodologi Istinbat Hukum Komisi
Fatwa MUI Jawa Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama

Kegiatan Istinbat hukum yang ada di indonesia adalah lebih
dekat kepada perkembangan pengertian Istinbat yang yakni men-
tatbig-kan secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi oleh fukaha
pada persoalan-persoalan yang dicari hukumnya, salah satu kelompok
atau ormas yang penulis simpulkan mengikuti pendapat ini adalah
Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis
Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 maka metode pertama
dalam penggalian serta penetapan fatwa hukum adalah ditinjau dengan
pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu’tabar, yang kemudian
apabila terjadi khilafiah di kalangan mazhab maka dilakukan pencarian
titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode

al-jam’u wa al-taufiq.

Metode yang kedua, ketika pencarian titik temu melalui
metode al-jam’u wa al-taufig tidak berhasil, maka penetapan hukum
didasarkan pada hasil tarjih dengan menggunakan metode muqaranah

yakni menggunakan kaidah-kaidah usu/ figh mugaran.

Metode yang ketiga, ketika masalah yang tidak ditemukan
pendapat hukumnya dikalangan mazhab, maka penggalian hukum
dilakukan ijtihad jama’i (kolektif) melalui metode bayani, ta’lili

(giyasi, istihsani, ilhaqi), istislahi, dan sadd adh-dhari‘ah. Dalam
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penetapan hukum ini harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan

umum (masalih ‘ammah) dan maqasid a/-syari’ah.

Berangkat dari analisa terhadap surat keputusan Dewan
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 di atas,
maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pengertian metodologi
istinbat hukum komisi fatwa MUI adalah juga men-tatbig-kan secara
dinamis nash-nash yang telah dielaborasi oleh fukaha pada persoalan-
persoalan yang dicari hukumnya. Oleh karena itu komisi fatwa MUI
dalam kegiatan istinbat hukumnya tidak bisa lepas dari raglid kepada
pendapat ulama-ulama terdahulu, meskipun dalam praktiknya ada
beberapa ketidak sesuaian antara istinbat yang dilakukan dengan acuan

yang ada.

Dalam praktik penyelesaian permasalahan perkawinan beda
agama, komisi fatwa MUI lebih condong melakukan pendekatan nas
gat’i yakni menyandarkan secara langsung permasahan kepada nas
Alquran maupun Aadis. Kecondongan penggunaan nas Alquran maupun
hadis ini dapat dilihat pada putusan hukum komisi fatwa MUI terhadap
permasalahan perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Ijtima’
Ulama Majelis Ulama Indonesia terhadap perkawinan beda agama, hal
pertama yang dikoreksi oleh komisi fatwa MUI dalam putusan tersebut
adalah dalil-dalil Alquran maupun Aadis, Alquran surat An-Nisa ayat 4,

Ar-Rum ayat 21, At-Tahrim ayat 6, Al-Maidah ayat 5, Al-Baqgarah
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ayat 221, Al-Mumtahanah ayat 10, An-Nisa ayat 4, dan Hadis tentang

wanita-wanita yang utama untuk dikawini.

Selain lebih condong menyandarkan penyelesaian permasalahan

perkawinan beda agama pada dalil-dalil Alquran maupun Aadis komisi

fatwa MUI juga mengguanakan Kaidah figh “ g_,l,. e g.ui aliadl 253
cé\:a.zj\”, dan kaidah Sadd Al-zari’ah sebagai salah satu dasar

pertimbangan hukum. Dari penggunaan dua kaidah hukum ini secara
tidak langsung dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa komisi fatwa
MUI dalam mengistinbatkan hukum adalah masih mengikuti metode
yang digunakan oleh ulama-ulama terdahulu.

Analisis Teori Istinbat Dalam Metodologi /Istinbat Hukum Lajnah
Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur terhadap Perkawinan Beda
Agama

Sebagai kelompok yang secara terang-terangan mengartikan
istinbat sebagai men-tatbig-kan secara dinamis nash-nash yang telah
dielaborasi oleh fukaha pada persoalan-persoalan yang dicari
hukumnya, lebih spesifik lajnah bahtsul masail menyandarkan setiap
permasalahan hukum yang akan dicari solusinya kepada pendapat
ulama-ulama terdahulu. Hal ini dapat dilihat pada metode utama yang
digunakan Lajnah Bahtsul Masail dalam menyelesaikan masalah
keagamaan adalah metode gqauliy, yakni mengambil gau/ (pendapat

imam mazhab) ataupun wajah (pendapat pengikut mazhab) dengan
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merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam mazhab ataupun kitab-
kitab yang disusun oleh para pengikut mazhab empat (Maliki, Shafi’i,
Hanafi, dan Hambali), walaupun dalam praktiknya didominasi oleh

kitab-kitab syafi’iyah.

Dalam menghadapi permasalahan yang tidak ditemukan dalam
rujukan langsung pada kitab-kitab sebagaimana yang tersebut di atas,
maka ditempuhlah ilhaqu masail binazairiha yakni mengaitkan masalah
baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang
serupa dan telah ada ketetapan hukumnya, meskipun ketetapan hukum
tersebut hanya berdasarkan pada teks suatu kitab yang dianggap

mu’tabar, yang kemudian metode ini dikenal sebagai metode i/haqgi.

Di samping dua metode di atas, yaitu apa yang disebut dengan
metode manhaji, yakni menelusuri dan mengikuti metode /Istinbat
hukum (manhaj) yang ditempuh oleh mazhab empat (Maliki, Shafi’i,
Hanafi, dan Hambali). Meskipun pada dasarnya dalam anggaran dasar
Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa agar warga NU hanya memakai
empat mazhab yang dianggap masih relevan dengan perkembangan
zaman dalam penetapan hukumnya, akan tetapi pada prakteknya
mermazhab kepada selain empat mazhab diperbolehkan dengan syarat
mazhab tersebut telah terkodifikasi, sehingga dapat diketahui

persyaratan-persyratan dan hasil ijtihad dari mazhab tersebut.
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Lebih khusus dalam istinbat hukum terhadap permasalahan
perkawinan beda agama, lajnah bahtsul masail PWNU Jawa Timur
mengambil keterangan Ibrahim Al-Sharqgawi dalam Kitabnya yakni

Hashiah al-Sharqawi ‘ala Tuhfah, sebagaimana berikut:
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Artinya: “dan pernikahan seorang muslim dengan wanita nonmuslim

adalah kitabiyah murni, seperti wanita penyembah berhala,
Majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya beragama
seperti itu karena firman Allah SWT: “Dan janganlah kamu
menikahi  wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman...” (QS. al-Bagarah: 221) dan karena memenangkan
hukum haram dalam kasus yang terakhir (salah satu dari
kedua orang tuanya beragama seperti itu). Dan terkecualikan
dengan kata “muslim” orang kafir. Namun dalam kitab al-
Kifayah disebutkan tentang keabsahan pernikahan
perempuan penyembah berhala untuk laki-laki kitabi itu
terdapat dua pendapat. Apakah perempuan penyembah
berhala halal dinikah bagi lelaki penyembah berhala? Al-
Subki berkata “Semestinya haram bila kita berpendapat
mereka dikhitabi dengan furu’ syariah. Bila tidak, maka
tidak halal dan tidak haram”. Apabila wanita tersebut
kitabiyah murni, yaitu wanita Israiliyah, maka wanita itu
halal bagi kita muslimin, Allah ta’ala berfirman: “(Dan
dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab
sebelum kamu...” (QS. al-Maidah:4), maksudnya mereka
halal. Yang dimaksud dengan al-kitab adalah taurat dan injil,
bukan seluruh kitab sebelum keduanya, seperti shuhuf
(lembar-lembaran) Nabi Syits, Nabi Idris, Nabi Ibrahim —
‘Alaihimussalam-. Sebab, kitab-kitab itu tidak diturunkan
dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang
diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca,
yang diturunkan kepada para nabi tersebut hanyalah
maknanya saja. Menurut pendapat lain, karena kitan-kitab
itu hanya berisi hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat, bukan
hukum dan syari’ah. Hukum tersebut berlaku selama nenek
moyangnya tidak memeluk agama Israiliyah itu telah
dinaskh (diganti dengan syariah lain), baik sebelum
dinaskhnya itu diketahui secara yakin atau diragukan, karena
mereka berpegangan dengan agama tersebut semasa agama
itu masih benar. Bila tidak, maka perempuan itu tidak halal
karena gugurnya keutamaan agama tersebut. Atau
perempuan itu bukan Israiliyah maka halal karena ayat yang
telah lewat (QS. al-Maidah: 4), bila diketahui nenek

® Ibrahim al-Shargawi, Hasyiyah al-Sharqawi ‘ala a/-Tuhfah Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th),

237.



87

moyangnya masuk agama tersebut sebelum penyalinannya,
meskipun setelah didistorsi bila mereka terhindar dari agama
yang telah didistorsi. Bila tidak, maka tidak halal karena
gugurnya kemuliaan keutamaan agama tersebut dan karena
mengambil hukum yang terberat dalam kasus ketika mereka
diragukan memeluk agama tersebut sebelum disalin dengan
syariah lain atau sebelum didistorsi. Ungkapanku (Syaikh
Zakaria al-Anshari) itu merupakan maksud ungkapan kitab
asal (Tangih al-lubab karya Abu zar’ah al-Iraqi, 762-826 H/
1361-1423 M). Maka wanita Yahudi dan Nasrani halal
dengan syarat yang telah disebut dalam wanita Israiliyah dan
selainnya. Demikian pula wanita pengikut Musa al-Samiri
dan wanita Nasrani sekte Sabi’ah, bila ushul al-dinnya,
berbeda dengan Yahudi dan Nasran, maka keduanya haram.
Perincian hukum inilah yang dijelaskan Imam Syafi’i dalam
kitab Mukhtashar al-Muzani. Pada perincian itulah
keterangan mutlak beliau, yaitu di satu tempat halal dan di
tempat lain tidak halal, diarahkan. Sementara orang yang
pindah dari suatu agama ke agama lain, seperti Yahudi atau
penyembah berhala memeluk agama Nasrani, redaksi itu
lebih umum dari pada redaksi kitab asal: “Orang Yahudi
pindah ke Nasrani dan sebaliknya”, maka hanya
keislamannya yang diterima. Sebab ia mengakui kebatilan
agama yang ditinggalkan dan pernah mengakui kebatilan
agama barunya. Dan seorang wanita muslimah tidak halal
bagi laki-laki nonmuslim, baik wanita tersebut merdeka atau
budak dengan kesepakatan ulama. Sedangkan wanita murtad
tidak halal bagi siapapun. Tidak halal bagi laki-laki muslim
karena dia wanita nonmuslim yang tidak dibiarkan (seperti
nonmuslim asli) dan tidak halal bagi laki-laki nonmuslim
sebab masih adanya hubungan islam padanya.”

Dalam praktik pengambilan hukumnya (istinbat hukum) di atas,
Lajnah Bahtsul Masail dalam menyelesaikan permasalahan
perkawinan beda agama menggunakan metode qauliy, yakni
mengambil gaul/ (pendapat imam mazhab) ataupun wajah (pendapat
pengikut mazhab) dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab
imam mazhab ataupun kitab-kitab yang disusun oleh para pengikut

mazhab empat (Maliki, Shafi’i, Hanafi, dan Hambali), yang dalam hal



88

ini merujuk pada keterangan as-Sharqawi. Di sana sudah sangat jelas
dijelaskan dengan berbagai alasan dan pertimbangan hukum
berkenaan dengan perkawinan beda agama, oleh karena itu Lajnah
bahtsul masail dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa perkawinan
beda agama di Indonesia adalah termasuk perkawinan yang dilarang
dan tidak sah.

C. Analisis Dasar Hukum /Istinbat Hukum komisi Fatwa MUI Jawa Timur
Dan Lajnah Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Terhadap Perkawinan
Beda Agama

1. Analisis Dasar Hukum /stinbat Hukum komisi Fatwa MUI Jawa

Timur Terhadap Perkawinan Beda Agama

a. Alquran surat An-Nisa ayat 3 dan Ar-Rum ayat 21:
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Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana
kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku
adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau
budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu
adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya’.
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”.

Dari ayat an-nisa’ tersebut di atas, beberapa ulama ahli
tafsir berbeda pendapat. Beberapa pendapat menyatakan bahwa
ayat tersebut di atas merupakan dalil atau aturan dari adanya
poligami, akan tetapi beberapa pendapat lain menyatakan bahwa
ayat tersebut di atas bukanlah ayat yang menganjurkan adanya
poligami dengan alasan bahwa sudah dikenal adanya poligami
adalah sebelum islam. Menurut pendapat kedua, ayat tersebut
hanya berbicara tentang kobolehan poligami.” Selanjutnya pada
pada Ar-Rum ayat 21 juga tidak berbicara tentang perkawinan
beda agama. Dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama,
menurut hemat penulis dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa
kedua ayat ini belum membahas adanya aturan berkenaan dengan
perkawinan beda agama, dan MUI hanya menukil ayat ini untuk

menerangkan tentang anjuran melaksanakan sebuah pernikahan.

b. At-Tahrim ayat 6:

" M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Dalam beberapa penjelasan dan tafsir, ayat tersebut di atas
dijelaskan sebagai ayat yang mengandung pelajaran dan dakwah
berkenaan dengan pendidikan seseorang di dalam keluarga.
Dijelaskan juga bahwa orang tua (ayah dan ibu) bertanggung
jawab atas pendidikan moral dan spiritual dari seorang anak, yang
mana nilai-nilai agama tersebut harus selalu diliputi dan di naungi
oleh hubungan yang harmonis. Dalam pertimbangannya, salah satu
alasan MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang
perkawinan beda agama adalah untuk mewujudkan dan
memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, yang mana
dapat dipahami bahwa pendidikan agama merupakan salah satu

dasar terciptanya ketentraman dalam berumah tangga.®

. Al-Maidah ayat 5:
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8 Ma’ruf Amin, Himpunan Fatwa majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, et al, (Jakarta: Erlangga,

2011), 477.
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Artinya: “Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.
makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al
Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula)
bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang
menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita
yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab
sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin
mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan
maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya
gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah
beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka
hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk
orang-orang merugi’.

Dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menyebutkan
bahwa terjadi perbedaan pendapat diantara ulama berkenaan
dengan diperbolehkannya seorang laki-laki muslim menikah
dengan wanita-wanita ahl al-kitab. Salah satu pendapat
menyebutkan bahwa diperbolehkannya seorang laki-laki muslim
mengawini wanita-wanita ahl al-kitab dalam ayat tersebut di atas
telah dibatalkan oleh firman Allah dalam Quran Surah Al-
Baqgarah ayat 221.° Pendapat ini didukung oleh pendapat ibnu
umar yang mana Ibnu umar menqgiaskan tentang diharamkannya

wanita-wanita musyrik atas laki-laki muslim dengan pengakuan

® M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 30.
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ahlul kitab (dalam hal ini dalah orang-orang Nasrani) bahwa

Tuhan mereka adalah Isa a.s.!°

d. Al-Baqarah ayat 221 dan A/-Mumtahanah ayat 10:
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Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak
yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun
dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang
mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang
Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.
dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran”.
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10 Sayyid Sabig, Figih Sunnah..., 337
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah
kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka
hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih
mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu
Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman
Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada
(suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada
halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu
tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada
(suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar.
dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu
bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu
tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan
perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta
mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka
meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah
hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam dua ayat tersebut di atas, Dr. Wahbah az-
Zuhaili menerangkan bahwa secara ijma’ perkawinan
perempuan muslimah dengan orang kafir hukumnya adalah
haram. Keharaman ini didasarkan kepada kekhawatiran jika
orang kafir boleh menikahi perempuan mukminah maka ada
jalan untuk mengajaknya kepada agamanya, dan ini tidak

boleh. Dalam buku yang sama Dr. Wahbah az-Zuhaili hanya
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menghukumi makruh terhadap perkawinan antara laki-laki

muslim dengan wanita ahlul kitab.!!
e. An-Nisaayat 25:
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Artinya: “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang
tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita
merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang
beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah
mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari
sebahagian yang lain[285], Karena itu kawinilah
mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah
maskawin mereka menurut yang patut, sedang
merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan
pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-
laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah
menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka
melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas
mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita
merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini
budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada
kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di
antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

11 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Abdul hayyie dkk, (Depok: Gema Insani,

2007), 148.
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Ayat di atas menerangkan tentang anjuran
mengawini budak-budak mukminah kepada laki-laki
muslim yang merdeka akan tetapi tidak cukup mampu
untuk  mengawini  wanita-wanita muslimah yang
merdeka.'? Dari sini dapat ditarik sebuah pemahaman
bahwa mengawini budak-budak wanita mukminah adalah
lebih utama daripada mengawini wanita-wanita merdeka
yang kafir, penulis menganggap sangat tepat di mana pada
akhirnya MUI menjadikan ayat ini sebagai salah satu dasar
hukum penetapan hukum berkenaan dengan perkawinan

beda agama.

f. Hadis tentang wanita-wanita yang utama untuk dikawini
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Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. (ia berkata), dari Nabi SAW.
beliau bersabda: ‘“Perempuan itu dinikahi karena
empat  perkara: karena  hartanya,  karena
keturunannya, karena kecantikannya dan karena
agamanya. Maka hendaklah engkau memilih
(perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan
beruntung”.(dikeluarkan dari HR. Bukhori dalam
Kitab Nikah).

12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 489.
13 Sholih bin Abdul Aziz, Kutubus Sittah, (Riyadh: Darussalam, 2003), 440
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Dalam hadis di atas sudah sangat jelas menerangkan
bahwa salah satu syarat dari wanita yang akan dinikahi adalah
karena agamanya, yang dari sanalah Komisi fatwa menjadikan
hadis ini sebagai salah satu dasar pelarangan praktik

perkawinan beda agama di Indonesia.

g. Kaidah figh “gladh Cls Je 238 i 557
Artinya: “mencegah  kemafsadatan lebih  didahulukan
(diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan”

Kaidah ini sesuai dengan pertimbangan hukum yang
yang digunakan dalam mengambil putusan hukum berkenaan
dengan perkawinan beda agama, Bahwa di tengah-tengah
masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan
perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan
kemaslahatan, yang mana menurut pandangan Komisi fatwa
MUI dari adanya perkawinan ini akan menimbulkan
kemafsadatan yang lebih besar.

h. Kaidah Sadd Adh-dhari‘ah.

Sadd adh-dhari‘ah, ialah suatu kegiatan atau aktifitas
yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu
kemashlahtan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada
suatu kemafsadatan.'* Tidak jauh berbeda dengan kaidah figh

sebelumnya, Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul

14 Nasrun Harun, Ushul Figh I, (Jakarta: Logos, 1996), 161.
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pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan
dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, yang mana menurut
pandangan Komisi fatwa MUI dari adanya perkawinan ini
akan menimbulkan kemafsadatan yang besar sehingga
diambillah keputusan haram.

2. Analisis Dasar Hukum Zstinbat Hukum Lajnah Bahtsul Masail PWNU

Jawa Timur terhadap Perkawinan Beda Agama

Dari dasar pengambilan hukum yang digunakan oleh Lajnah
bahtsul masail adalah pendapat dari keterangan Al-Sharqawi dalam
Kitabnya yakni Hashiah al-Sharqawi ‘ala Tuhfah. Dalam keterangan
tersebut Al-Sharqawi mendasarkan keterangan dan pendapatnya pada
beberapa ayat Alquran sebagai berikut:

a. Quran Surah a/-Bagarah ayat 221

P

z* > o

[ 52yl ipud Cit 341 (,s= e 13 1550 Ll g

&%

éﬁ/“’ ¥ -8 g’ ;,«a/sf <
u—“\!g ‘Jlu_ij-j BUC,.‘_..A}AJAM.OQU LJ'V_'“”L’V'LC‘

- - £~z
|

J;ﬁ;’;/ca; ¥ 1aal T i oiuylﬁpﬁ ¥ b 2
L,.lj.l_w)feljijl ‘ji«.«—é.’ Yj u.h)):-l;,.h}a.q.:h b\u.h}»g.‘.s

s W K 18 B S5 1208 AT g Faf

@

)

% \e

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak
yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik,
walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-
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wanita  mukmin) sebelum mereka  beriman.
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari
orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka
mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga
dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada
manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Dalam penjelasannya, Al-Sharqawi menjadikan ayat ini
sebagai dasar tidak sahnya pernikahan seorang muslim dengan
wanita nonmuslim selain &kitabiyah murni, seperti wanita
penyembah berhala, Majusi atau salah satu dari kedua orang

tuanya beragama seperti itu.!’

al-Maidah ayat 4
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Artinya: “(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi
Al Kitab sebelum kamu...”

As-Sharqawi juga menjelaskan bahwa wanita kitabiyah murni,

yaitu wanita [Israiliyah adalah halal untuk dikawini laki-laki

muslim, sedangkan untuk wanita kitabiyah yang bukan israiliyyah

(wanita yang baru pindah dari agamanya dan memeluk yahudi

atau nasrani dan juga wanita yang nenek moyangnya pemeluk

yahudi atau nasrani) tidak sah untuk dikawini laki-laki muslim.'¢

15 1brahim al-Shargawi, Hasyiyah al-Sharqawi ‘ala a/-Tuhfah..., 237.

18 1bid., 237.
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Dari kedua dasar yang digunakan As-Sharqawi inilah secara
tidak langsung Lajnah bahtsul masail menyandarkan hukum tentang

perkawinan beda agama.



